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ABSTRAK 
 

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia tidak dapat lepas dari posisinya 
sebagai konsumen. Hampir keseluruhan aktifitas sehari-hari, manusia selalu melakukan 
konsumsi baik berupa barang maupun jasa. Konsumsi barang (produk) maupun jasa ini didahului 
dengan transaksi jual beli. Sementara itu klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan 
syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku 
usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib 
dipenuhi oleh konsumen. Klausula baku merupakan aturan sepihak yang biasa dicantumkan 
dalam kwitansi, faktur, bon, perjanjian atau dokumen dalam transaksi jual beli yang sebenarnya 
sangat merugikan konsumen. Dengan pencantuman klausula baku, posisi konsumen sangat 
lemah atau tidak seimbang dalam menghadapi pelaku usaha. Klausula baku bila dicermati 
merupakan perjanjian sepihak yang seringkali merugikan konsumen dan menempatkan 
konsumen pada posisi tawar (bargaining position) yang lemah di hadapan pelaku usaha. Untuk 
melindungi konsumen dari kerugian akibat klausula baku yang ditentukan oleh pelaku usaha, 
maka pemerintah memandang perlu memberi aturan yang jelas mengenai klausula baku, yang 
dituangkannya dalam Pasal 18 UUPK. 

Penelitian ini mengacu pada dua rumusan masalah yaitu bagaimana peraturan mengenai 
klausula baku dan kaitannya dengan perlindungan terhadap konsumen dalam UUPK serta 
bagaimana tinjauan prinsip-prinsip muamalat terhadap Pasal 18 UUPK mengenai klausula baku. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini 
bersifat kualitatif karena tidak menggunakan mekanisme statistika untuk mengolah data. Adapun 
teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelaahan bahan-bahan pustaka yang bersifat 
primer yaitu UUPK, al-Qur’an, al-Hadis serta kitab-kitab fiqh dan juga buku-buku lain yang 
berkaitan dengan penelitian ini. Setelah data mengenai klausula baku dan perlindungan 
konsumen telah terkumpul, maka kemudian data dianalisis dengan metode deskriptif-analitik. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif.  

Setelah dilakukan penelitian maka diperoleh hasil penelitian bahwa poin-poin (poin 1-8 
Pasal 18 UUPK) yang menjadi larangan bagi pelaku usaha untuk dicantumkan dalam klausula 
baku yang dibuatnya adalah sesuai dengan prinsip muamalat yaitu adanya kerelaan kedua belah 
pihak, prinsip bermuamalat yang dilandasi kejujuran, menepati amanah, prinsip mewujudkan 
keadilan antara pihak-pihak yang menyelenggarakan akad, menghindari unsur-unsur 
penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan, prinsip muamalat 
harus berdasarkan kejelasan dan prinsip muamalat yaitu tetap berpengaruhnya rasa cinta dan 
lemah lembut antara dua penyelenggara muamalat dan larangan terhadap monopoli. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bersumber dari pedoman Arab-

Latin yang diangkat dari Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia,  Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, 

selengkapnya adalah sebagai berikut : 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan 

tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut : 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba’ b be ب

 ta’ t te ت

 sa S es (dengan titik di atas) ث

 jim J je ج

 ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D de د

 zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R er ر

 zai Z zet ز

 sin S es س



 xi

 syin sy es dan ye ش

 sad S es (dengan titik di bawah) ص

 dad D de (dengan titik di bawah) ض

 ta T te (dengan titik dibawah) ط

 za Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik (di atas)‘ ع

 ghain G ge غ

 fa F ef ف

 qaf Q qi ق

 kaf K ka ك

 lam L el ل

 mim M em م

 nun N en ن

 wau W we و

 ha H ha ه

 hamzah ‘ apostrof ء

 ya’ Y ya ي

 

2. Vokal 

a. Vokal tunggal : 

Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 

 َ Fathah a A 



 xii

 ِ Kasrah i I 

 ُ Dammah u U 

 

b. Vokal Rangkap : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai a-i يَ

 Fathah dan Wau Au a-u وَ

 

Contoh : 

 haula  -----   حول    kaifa  ----  آيف

 

c. Vokal Panjang (maddah) 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan alif A A dengan garis di atas اَ

 Fathah dan ya A A dengan garis di atas يَ

 Kasrah dan ya I I dengan garis di atas يٍ

 Dammah dan wau u U dengan garis di atas وُ

 

Contoh : 

 qila ----   قيل        qala ----    قال

 yaqulu ----  يقول         rama ----  رمي
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3. Ta marbutah 

a. Transliterasi Ta’ Marbutah hidup adalah "t". 

b. Transliterasi Ta’ Marbutah mati adalah "h". 

c. Jika Ta’ Marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang  "ال"  ("al-"), dan 

bacaannya terpisah, maka Ta’ Marbutah tersebut ditransliterasikan dengan "h". 

Contoh : 

 raudatul atfal, atau raudah al-atfal -------  الاطفال روضة

   al-Madinatul Munawwarah, atau al-Madinah -------   المنورة المدينة  

                                    al- Munawwarah 

  Talhatu  atau Talhah     ------------   طلحة

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid) 

Transliterasi syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada 

di awal atau di akhir kata . 

Contoh : 

 nazzala ------ نزل

 al-birru ------- البر

 

5. Kata Sandang "ال" 

Kata sandang "ال"  ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-", baik 

ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf syamsiyyah. 

Contoh : 

 al-qalamu --------  القلم

 al-syamsu ------ الشمس
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6. Huruf Kapital 

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital 

digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. 

Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf  kapital, kecuali jika terletak 

pada permulaan kalimat. 

Contoh : 

 Wa ma Muhammadun illa rasul-----  الارسول ومامحمد
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Adanya globalisasi dan perdagangan bebas di masa sekarang ini tentu 

makin memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa yang mampu 

melewati batas wilayah suatu negara. Hal tersebut juga membawa pada makin 

meningkatnya volume perdagangan yang kemudian menyebabkan terjadinya 

peningkatan produksi. Kondisi demikian akan berimplikasi pula pada 

peningkatan pendapatan baik di negara maju maupun negara berkembang.1 

Aktivitas perdagangan memang tidak dilarang oleh Islam, hal ini sebagaimana 

dalam firman Allah SWT : 

 2      وأحلّ اللّه البيع وحرّم الرّبا

Dengan terbukanya perdagangan bebas, maka akan bertambah pula 

pilihan dalam berbagai jenis serta kualitas barang dan jasa. Namun ironisnya 

banyak pelaku usaha yang hanya mengejar target keuntungan semata hingga 

melalaikan hak-hak konsumen. Islam sendiri menegaskan larangan pada setiap 

tindakan curang, penipuan para pelaku usaha terhadap konsumen. Larangan 

ini disebutkan dalam al-Qur'an sebagai berikut:  

                                                 
1 Gunawan Sumodiningrat, Membangun Ekonomi Rakyat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1999), hlm. 4-5.  
 
2 Al- Baqarah (2) : 275 
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ولا تعثѧوا فѧي    ویا قوم أوفواالمكيا والميزان بالقسط ولا تبخسوا النّاس أشياءهم

 3الأرضِ مفسدین

Berdasarkan dalil dari al-Qur'an di atas menunjukkan bahwa dalam 

Islam pun ada perlindungan terhadap konsumen, walaupun tidak secara 

definitif. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perlindungan konsumen 

merupakan persoalan yang menyangkut kepentingan dan kebutuhan manusia. 

Karenanya mewujudkan perlindungan konsumen merupakan suatu bentuk 

konkrit untuk menciptakan hubungan dari berbagai segi yang satu sama lain 

memiliki keterkaitan dan ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha dan 

pemerintah.  

Perlindungan konsumen adalah satu hal yang cukup baru dalam dunia 

peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun dengungan mengenai 

perlunya peraturan perundang-undangan yang komprehensif untuk  

memberikan proteksi terhadap konsumen sudah bergaung sejak lama, akan 

tetapi baru pada tanggal 20 April 1999 pemerintah Republik Indonesia 

mengeluarkan dan mengundangkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen.4 Undang-undang ini diberlakukan dalam 

rangka untuk melindungi atau menjamin konsumen akan hak-haknya yang 

dirugikan oleh pelaku usaha dalam aktifitas perdagangan atau praktek-praktek 

                                                 
3 Hud (11) : 85. 
  
4 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 2. 
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jual beli curang yang dilakukan pelaku usaha yang menyebabkan kerugian di 

pihak konsumen.5  

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen6 disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya 

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

konsumen.7 Adanya perlindungan konsumen yang diatur dalam undang-

undang ini tidak berarti mematikan usaha para pelaku usaha, namun justru 

harus mampu mendorong iklim usaha yang sehat dan mendorong tumbuhnya 

usaha-usaha yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan 

barang dan jasa. 

Sementara itu, dalam realitas sehari-hari berbagai bentuk transaksi 

yang berkembang hampir secara keseluruhan mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan transaksi barang dan atau jasa berada dalam kebijakan pelaku usaha. 

Dalam hal ini  pelaku usaha jelas memiliki keleluasaan untuk menetapkan dan 

menerapkan persyaratan dalam perjanjian jual beli barang dan jasa terhadap 

konsumennya. Terkadang persyaratan tersebut tidak memberikan ruang bagi 

konsumen. Berkaitan dengan hal ini, maka dapat dikatakan bahwa konsumen 

telah kehilangan haknya dan konsumen juga berpeluang dirugikan oleh pelaku 

usaha.  

                                                 
5 Tini Hadad, Upaya Perlindungan Konsumen, Kaitannya dengan Undang-undang 

Perlindungan Konsumen, dalam Zumrotun K. Susilo, dkk, “Perempuan Bergerak Membingkai 
Gerakan Konsumen dan Penegakan Hak-hak Perempuan”, (Sulawesi Selatan: YLK Sulawesi 
Selatan , 2000), hlm. 144.  

 
6 Dalam pembahasan selanjutnya disingkat dengan UUPK.  
 
7 Pasal 1 ayat (1) UUPK. 
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Melihat kenyataan sebagaimana tersebut di atas, maka kemudian 

pemerintah menetapkan peraturan mengenai klausula baku yang termuat 

dalam Pasal 18 UUPK. Peraturan mengenai klausula baku inilah yang 

diharapkan memberikan keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. 

Sehingga konsumen tidak selalu dijadikan sebagai obyek aktivitas bisnis 

belaka oleh pelaku usaha, namun konsumen juga dipandang sebagai pihak 

yang memiliki hak untuk menentukan sesuatu. 

Berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap konsumen maka 

klausula baku yang ditetapkan dalam UUPK, melarang pelaku usaha membuat 

dan mencantumkan klausula baku jika mengandung materi-materi antara lain 

sebagai berikut:8 

1. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha 
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali 

barang yang telah dibeli konsumen 
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali 

uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli konsumen 
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik 

secara langsung maupu tidak langsung untuk melakukan segala tindakan 
sepihak berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran. 

5. Mengatur perihal pemberian pembuktian atas hilangnya kegunaan barang 
atau pemanfatan jasa yang dibeli konsumen 

6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau 
mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa 

7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan 
baru, tambahan, lanjutan dan pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak 
oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang 
dibelinya. 

8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk 
pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang 
yang dibeli konsumen secara angsuran. 

                                                 
8 Pasal 18 UUPK. 
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Dalam Pasal 18 UUPK ini juga dilarang bagi pelaku usaha 

mencantumkan klausula baku yang bentuknya sulit terlihat, klausula yang 

dicantumkan tidak dapat dibaca secara jelas atau klausula yang 

pengungkapannya sulit dimengerti.9 Selain itu dalam UUPK juga menegaskan 

bahwa klausula yang dibuat dan dicantumkan oleh pelaku usaha yang 

mengandung materi-materi sebagaimana disebut di atas adalah batal demi 

hukum.10 Dengan adanya peraturan mengenai klausula baku yang ditegaskan 

UUPK dalam Pasal 18 maka pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku 

yang telah dibuatnya dengan klausula yang sesuai dengan undang-undang.11 

Dengan adanya ketentuan mengenai klausula baku yang telah 

ditetapkan undang-undang tersebut maka pelaku usaha wajib mengindahkan 

aturan tersebut sebagai bentuk pengakuan terhadap hak-hak konsumen. 

Namun pada kenyataannya banyak pelaku usaha yang kurang mengindahkan 

aturan undang-undang atas klausula baku yang dibuatnya. Hal ini jelas akan 

menimbulkan kerugian pada konsumen. Berkaitan dengan hal inilah penulis 

merasa tertarik untuk menelitinya lebih jauh dan mendalam berkaitan dengan 

masalah klausula baku dan upaya perlindungan terhadap konsumen dalam 

perspektif  hukum Islam.  

 

 

                                                 
9 Pasal 18 Ayat (2) UUPK. 
 
10 Pasal 18 Ayat (3) UUPK. 
 
11 Pasal 18 Ayat (4) UUPK. 
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B. Pokok Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas maka penelitian ini akan mengacu 

pada permasalahan pokok yaitu: 

1. Bagaimana peraturan mengenai klausula baku dan kaitannya dengan 

perlindungan terhadap konsumen dalam UUPK? 

2. Bagaimana tinjauan prinsip-prinsip muamalah terhadap aturan mengenai 

klausula baku yang terdapat dalam Pasal 18 UUPK? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan bagaimana peraturan mengenai klausula baku 

dan kaitannya dengan perlindungan terhadap konsumen dalam UUPK 

b. Untuk melihat bagaimana tinjauan prinsip-prinsip muamalah terhadap 

aturan mengenai klausula baku dalam Pasal 18 UUPK. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan keilmuan di 

bidang hukum, khususnya dalam hal perlindungan konsumen. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana dan rujukan bagi 

penelitian selanjutnya. 

 

D. Telaah Pustaka 

Mendiskusikan masalah perlindungan konsumen memang menarik, 

untuk itu telah banyak dibahas dalam berbagai buku maupun penelitian. 
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Berikut adalah sebagian dari buku dan penelitian yang membahas mengenai 

masalah perlindungan konsumen:  

Buku yang ditulis oleh Sudaryatmo yang berjudul Masalah 

Perlindungan Konsumen di Indonesia12 dan buku yang berjudul Hukum dan 

Advokasi Konsumen,13 dalam kedua buku tersebut dibahas mengenai 

pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen 

dalam persoalan iklan listrik, perumahan dan masalah bank. Di samping itu 

juga dibahas mengenai masalah model perlindungan konsumen, pelanggaran 

hak-hak konsumen dari masalah bank sampai masalah perumahan serta contoh 

perlindungan konsumen yang ada di negara Malaysia dan persoalan advokasi 

konsumen. 

Buku yang berjudul Hukum tentang Perlindungan Konsumen, yang 

ditulis oleh Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani14, dalam buku ini penulis 

memberikan gambaran yang luas sekaligus mendetail mengenai UUPK 

berikut sejarah dan kedudukannya dalam tata hukum Indonesia.  

Buku yang membahas mengenai perlindungan konsumen lainnya 

adalah buku yang ditulis oleh Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo yang berjudul 

Hukum Perlindungan Konsumen,15 dalam buku ini penulis menguraikan 

                                                 
12 Sudaryatmo, Masalah Pelindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 1995). 
 
13 Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen, (Bandung : Citra aditya Bhakti, 1999). 
 
14 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2000). 
 
15 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2005). 
 



  8

dengan jelas tentang hukum perlindungan konsumen beserta dengan komentar 

pada tiap  pasalnya. 

Kemudian buku yang ditulis oleh Janus Sidabalok berjudul Hukum 

Perlindungan Konsumen di Indonesia,16 dalam buku ini diuraikan dengan 

rinci mengenai pemahaman dasar perlindungan konsumen yang berupa 

pemikiran-pemikiran tentang hak-hak konsumen, tempat hukum perlindungan 

konsumen dengan bidang-bidang hukum lainnya, hubungan konsumen dengan 

produsen, serta pertanggungjawaban produsen.  

Sementara buku yang membahas mengenai perlindungan konsumen 

yang dipandang dari perspektif Islam adalah buku berjudul Etika dan  

Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam. Buku yang ditulis oleh 

Muhammad, dan Alimin, hanya membahas perlindungan konsumen dari segi 

hukum Islam saja. 17 

Adapun penelitian mengenai perlindungan konsumen di antaranya 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizatil Ajibah dalam penelitian 

skripsinya yang berjudul  Perlindungan Konsumen dalam Transaksi melalui 

E-Commerce (Tinjauan Hukum Islam). Dalam penelitian ini dibahas oleh 

penulis  mengenai perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli 

melalui e-commerce dalam perspektif hukum Islam.18 

                                                 
16 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: PT Aditya 

Bhakti, 2006). 
 
17 Muhammad, dan Alimin, Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, 

(Yogyakarta, BPFE, 2004). 
 
18  Nur Azizatil Ajibah, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi melalui E-Commerce 

(Tinjauan Hukum Islam)“. Skripsi tidak diterbitkan Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001. 
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Deni Burhanuddin dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Hukum 

Islam terhadap Ketentuan Klausula Baku dalam Undang-Undang No. 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.19 Dalam penelitian ini penulis 

membahas mengenai ketentuan klausula baku yang ada dalam UUPK dalam 

perspektif hukum Islam. 

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Chusnul Huda 

Wicaksono dengan judul Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli, 

Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen.20 Melalui penelitian ini, penulis 

mendeskripsikan bagaimana perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi 

jual beli serta memperbandingkannya dengan prinsip-prinsip perlindungan 

konsumen dalam hukum Islam. 

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan karya-karya 

maupun penelitian sebelumnya sebagaimana disebutkan di atas. Persamaan 

penelitian ini dengan karya dan penelitian sebelumnya adalah sama-sama 

menjadikan perlindungan konsumen sebagai unsur pokok pembahasan.  

Selain itu, penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian Deni Burhanuddin. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah sama-sama menyoroti masalah ketentuan klausula baku 

                                                 
19 Deni Burhanuddin “Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Klausula Baku dalam 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Skripsi tidak diterbitkan 
Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002. 

  
20 Ahmad Chusnul Huda Wicaksono, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual 

Beli, Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen”. Skripsi tidak diterbitkan Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum 
Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007. 
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dalam UUPK. Persamaan lainya adalah sama-sama menganalisis ketentuan 

klausula baku UUPK dalam perspektif hukum Islam. Adapun letak 

perbedaannya, penelitian Deni Burhanuddin menganalisis klausula baku 

dalam UUPK hanya dari segi manfaat dan mafsadatnya tanpa menguraikan 

secara eksplisit apa bentuk manfaat dan mafsadatnya. Dalam penelitian Deni 

Burhanuddin prinsip-prinsip muamalat juga tidak dipakai untuk menganalisis 

ketentuan klausula baku dalam UUPK. Pada penelitian sebelumnya aspek 

akad dalam klausula baku juga tidak dianalisis dan diuraikan secara rinci. 

Perbedaan lainnya, pembahasan mengenai klausula baku dalam perspektif 

hukum Islam dalam penelitian Deni Burhanuddin tidak menekankan pada  

aspek perlindungan konsumen.   

Sementara penelitian ini adalah upaya menganalisis ketentuan klausula 

baku yaitu Pasal 18 UUPK yang ditinjau dari prinsip-prinsip muamalat. 

Dalam penelitian ini, aspek akad dalam ketentuan klausula baku UUPK juga 

menjadi hal penting untuk dianalisis. Selain itu, pada penelitian ini juga 

menekankan pembahasan mengenai upaya perlindungan konsumen berkaitan 

dengan klausula baku dalam pespektif hukum Islam. Sejauh pengamatan 

penulis penelitian mengenai klausula baku yang ditinjau dari prinsip-prinsip 

muamalat belum pernah ada. 

 

E. Kerangka Teoretik 

Pada dasarnya pengertian perjanjian menurut hukum Perdata adalah 

suatu peristiwa seorang berjanji kepada orang lain atau peristiwa dua orang 
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saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.21 Pada Pasal 1320 KUH Perdata 

terkandung pengertian bahwa perjanjian itu baru dianggap sah apabila telah 

memenuhi empat syarat yaitu sebagai berikut: 

1. Para pihak sepakat mengikatkan dirinya 
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
3. Adanya suatu hal tertentu 
4. Adanya suatu sebab yang halal   
 

Masalah perjanjian juga diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa 

semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. 

Dalam pasal tersebut juga terkandung suatu asas yang disebut asas kebebasan 

berkontrak. Adanya asas kebebasan berkontrak ini memungkinkan bagi setiap 

orang untuk membuat perjanjian berupa dan berisi apa saja.22 

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan 

kebebasan kepada para pihak untuk antara lain:23 

a. Membuat atau tidak membuat perjanjian 
b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun 
c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya 
d. Menentukan bentuknya perjanjian baik tertulis atau lisan 

 

Akan tetapi asas kebebasan berkontrak yang dimaksud di sini oleh 

adalah kebebasan yang tetap pada aturan-aturan yang ada atau dengan kata 

lain kebebasan berkontrak adalah kebebasan yang bertanggungjawab. 

Peryataaan tersebut mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat tidak boleh 

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. 

                                                 
21 R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 1. 
  
22  Ibid., hlm. 14. 
23 Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2003), hlm. 9. 
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Namun kenyataanya di masyarakat berkembang perjajian yang dibuat sepihak 

yang lebih dikenal dengan perjanjian baku atau klausula baku. Pada dasarnya 

perjanjian baku ini dibuat oleh kalangan pelaku usaha dengan dalih efiensi dan 

kemudahan dalam bernegosiasi dengan konsumennya. Klausula baku dalam 

UUPK didefinisikan sebagai berikut: 

”setiap aturan atau ketentuan dan syarat yang telah dipersiapkan 
terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan 
dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib 
dipenuhi oleh konsumen”     
 
Klausula baku sebagai salah satu bentuk perjanjian yang dikenal 

masyarakat, dikatakan ”baku” karena perjanjian maupun klausula-klausula 

tersebut tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh 

pihak lain.24 Jika melihat asas kebebasan berkontrak yang ada dalam hukum 

Perdata, sebenarnya klausula baku tidak dilarang, sepanjang tidak merugikan 

pihak lain dan pihak yang membuat perjanjian dilandasi dengan itikad baik. 

Karena pada dasarnya klausula baku dibuat untuk kemudahan, efisiensi dan 

efektifitas dalam bertransaksi. 

Sementara dalam hukum Islam akad dimengerti sebagai suatu 

perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan 

seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melaksanakan sesuatu perbuatan 

tertentu.25 Untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian), maka haruslah 

dipenuhi rukun dan syarat-syarat. Menurut ahli hukum Islam (jumhur ulama) 

                                                 
24 Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen.,  hlm. 

53. 
 
25 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam,  

(Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 1. 
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rukun (unsur-unsur) yang membentuk akad (perjanjian) itu ada empat, yaitu: 

pertama, para pihak yang melakukan akad. Kedua, formula akad (pernyataan 

kehendak masing-masing pihak yang disebut ijab dan kabul). Ketiga, obyek 

akad. Keempat, kausa akad. 

Adapun yang menjadi syarat sahnya suatu akad, adalah sebagai 

berikut:26 

1. Tidak menyalahi hukum syari’ah. Maksudnya bukanlah perbuatan yang 
bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syara’, 
sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syara’ adalah tidak sah.   

2. Harus ada kerelaan dari kedua belah pihak.  
3. Harus ada kejelasan. Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak 

harus jelas tentang apa yang menjadi isi perjanjian sehingga tidak 
mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang 
apa yang telah disepakati bersama. 

 
 

Pada dasarnya hukum Islam dalam bidang muamalah adalah 

memberikan aturan yang bersifat longgar dengan maksud memberikan 

keleluasaan atau kesempatan bagi perkembangan hidup manusia. Walau 

demikian hukum Islam juga memberi ketentuan agar perkembangan tersebut 

tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Begitu pula dengan klausula 

baku (perjanjian baku) yang ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha yang 

merupakan sebuah bentuk akad. 

Karenanya segala bentuk transaksi atau penyelenggaraan akad dalam 

pandangan Islam harus dapat memenuhi prinsip-prinsip muamalat dalam 

hukum Islam. Berkaitan dengan prinsip muamalah Ahmad Azhar Basyir 

                                                 
26 Ibid., hlm. 3-4. 
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berpendapat bahwa pada dasarnya akad harus memenuhi prinsip-prinsip 

muamalat di antaranya sebagai berikut:27 

a. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali ditentukan 
oleh al-Qur'an dan sunnah rasul. 

b. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur 
paksaan. 

c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan 
menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat. 

d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari 
unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam 
kesempitan. 

 

Inilah prinsip-prinsip muamalat yang senantiasa harus dipegang oleh 

kedua belah pihak penyelenggara akad. Bila prinsip ini dipakai kedua belah 

pihak maka keharmonisan dan keberkahan dalam muamalat akan dapat 

dicapai. Pada dasarnya prinsip di atas adalah untuk melindungi kedua belah 

pihak penyelenggara akad terhadap kepentingannya masing-masing.  

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu 

penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumbernya.28 Dengan 

menekankan penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka atau 

literatur yang sesuai dengan masalah perlindungan konsumen, baik 

menurut UUPK dan hukum Islam serta literatur-literatur penunjang 

lainnya.  
                                                 

27 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), 
(Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 9-10. 

 
28 Sutrisno, Metodologi Research, (Yogyakarta : LKiS, 1999), hlm 9. 
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2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena tidak 

menggunakan mekanisme statistika untuk mengolah data. 

3. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelaahan bahan-

bahan pustaka baik yang bersifat primer yaitu UUPK, al-Qur’an, al-Hadis 

serta kitab-kitab fiqh dan juga buku-buku lain yang berkaitan dengan 

penelitian ini.  

4. Analisis Data 

Analisis data dalam sebuah penelitian merupakan suatu cara untuk 

mengolah data yang diperoleh selama penelitian dilakukan, sehingga dapat 

ditarik kesimpulan. Setelah data mengenai klausula baku dan perlindungan 

konsumen telah terkumpul, maka kemudian data dianalisis dengan metode 

deskriptif-analitik. Deskriptif adalah metode yang menggunakan pencarian 

fakta yang diinterpretasi dengan tepat.29 Sedangkan analisis adalah 

menguraikan sesuatu dengan cermat serta terarah.30 Data yang telah 

dianalisis kemudian dipaparkan dengan metode deduktif yang berangkat 

dari teori umum untuk menuju pada kesimpulan yang merupakan jawaban 

dari rumusan masalah penelitian ini. Dalam hal ini fakta-fakta mengenai 

permasalahan klausula baku dan perlindungan konsumen diinterpretasi 

                                                 
29 Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta: 

Kanisius, 1990), hlm. 54. 
 
30 Ibid., hlm. 62. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya maka diperoleh 

kesimpulan sebagai jawaban atas pokok masalah sebagai berikut:  

1. Peraturan mengenai klausula baku dalam Pasal 18 UUPK secara umum 

dapat dilihat terdapat dua aspek penting yaitu ayat (1) sebagai aspek 

substansi dan ayat (2) sebagai aspek fisik. Jika dilihat dari segi substansinya, 

maka klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha tidak boleh mengandung 

hal-hal sebagai berikut: 

1) Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha 
2) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali 

barang yang telah dibeli konsumen 
3) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali 

uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli konsumen 
4) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala 
tindakan sepihak berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen 
secara angsuran. 

5) Mengatur perihal pemberian pembuktian atas hilangnya kegunaan 
barang atau pemanfatan jasa yang dibeli konsumen 

6) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa 
atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual 
beli jasa 

7) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berua aturan 
baru, tambahan, lanjutan dan pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak 
oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang 
dibelinya. 

8) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha 
untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan 
terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran. 
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b. Adapun Jika dilihat dari aspek fisiknya, maka klausula baku yang 

dibuat oleh pelaku usaha tidak boleh dalam bentuk klausula yang sulit 

terlihat, tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit 

dimengerti.  

2. Dalam analisis penulis, Pasal 18 UUPK adalah sesuai dengan prinsip 

muamalah yaitu adanya kerelaan kedua belah pihak, bermuamalah yang 

dilandasi kejujuran, menepati amanah, prinsip mewujudkan keadilan 

antara pihak-pihak yang menyelenggarakan akad, menghindari unsur-

unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam 

kesempitan dan prinsip muamalat yang diselenggarakan berdasarkan 

kejelasan. Adapun sanksi atas pelanggaran UUPK yang diatur dalam Pasal 

18 UUPK adalah sesuai dengan prinsip tetap berpengaruhnya rasa cinta 

dan lemah lembut antara dua penyelenggara muamalat dan larangan 

terhadap monopoli.  

 

B. Saran-saran 

1. Pada pelaku usaha agar dalam menjalankan usahanya terutama dalam 

pencantuman klausula baku yang dibuat dan ditetapkan senantiasa 

dilandasi pada kesadaran akan hak-hak konsumen dan kesetaraan hukum 

antara pelaku usaha dan konsumen mengingat hubungan keduanya yang 

saling bergantung. 

2. Pada konsumen agar senantiasa waspada pada klausula baku yang 

merugikan dirinya, sehingga konsumen harus membangun kesadaran 
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hukum akan hak-haknya serta tidak takut untuk mengajukan klaim atas 

klausula baku yang merugikan. 

3. Pada pemerintah dan lembaga konsumen hendaknya lebih gencar 

mengkampanyekan kesetaraan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, 

serta lebih berani menindak pelaku usaha yang mengabaikan hak-hak 

konsumen.  
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Lampiran I 
 
 

TERJEMAHAN AYAT DAN TEKS ARAB 
 
 
 

NO BAB FN TERJAMAHAN 
1 I 2 Dan Allah telah menghalalkan Jual beli dan 

mengharamkan riba 
2 I 3 dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah 

takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah 
kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka 
dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka 
bumi dengan membuat kerusakan. 

3 II 5 Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 

4 II 10 Dan apabila datang kepada mereka suatu berita 
tentang keamanan atau pun ketakutan, mereka lalu 
menyiarkannya. Dan kalau mereka 
menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di 
antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin 
mengetahui kebenarannya (akan dapat) 
mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). 

5 II 20 Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, 
maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. 
Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) 
itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. 

6 II 27 (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati 
janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka 
sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
bertakwa. 

7 IV 19 dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 
sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan 
yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 
memakan sebahagian daripada harta benda orang 
lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu 
mengetahui. 
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